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1.1. Latar Belakang

Hukum sangat diperlukan untuk mengatur berbagai aspek dalam kehidupan
masyarakat, baik dalam aspek politik, sosial, pendidikan, budaya dan juga dalam
kegiatan ekonomi. Hukum sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi karena
terbatasnya sumber-sumber ekonomi. Padahal permintaan terhadap sumber-sumber
ekonomi tersebut adalah tidak terbatas. Hal ini menyebabkan konflik antara sesama
warga yang memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.
Untuk itu, hukum diperlukan dalam kegiatan ekonomi untuk mengatur,
merencanakan dan melindungi kehidupan ekonomi sehingga dinamika
perekonomian dapat diarahkan menuju kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh
masyarakat.!

Namun hukum yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi adalah hukum
yang tidak hanya memberikan tekanan dan batasan saja, melainkan hukum yang
juga memberikan kesempatan atau mendorong masyarakat untuk menciptakan
kreasi yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi. Keberadaan hukum dalam
kegiatan ekonomi ditujukan untuk memberikan pengaturan sehingga manusia dapat
menjalankan kegiatannya secara aman serta tidak saling mengganggu atau
menghancurkan satu sama lain. Namun hukum tersebut juga harus tidak mematikan

daya kreasi dan inisiatif manusia yang merupakan daya dorong utama
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pembangunan ekonomi. Dengan demikian, jika hukum yang diterapkan adalah
efektif, maka pembangunan ekonomi akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
Namun sebaliknya, jika hukum yang diterapkan adalah tidak efektif, maka hukum
tersebut akan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi.?

Selain hukum, bank juga merupakan bagian yang penting bagi perekonomian
suatu negara.®> Perekonomian yang berkembang pesat tidak hanya didukung oleh
sektor riilnya, namun juga didukung oleh sektor finansialnya.® Bank sendiri
merupakan salah satu bagian dari sektor finansial tersebut.®> Bank memiliki fungsi
sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro,
tabungan dan deposito berjangka.® Kemudian bank akan menyalurkan dana yang
telah dihimpun tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.” Selain
itu, bank juga menawarkan jasa-jasa bank lainnya yang mendukung kegiatan
penghimpunan dan penyaluran kembali dana masyarakat.® Adanya penyaluran dana
kembali ke masyarakat tersebut membuat bank secara tidak langsung menjadi
penggerak roda perekonomian masyarakat.® Selain itu, ketersediaan dana di
masyarakat tersebut dapat mempercepat pembangunan sarana dan prasarana

infrastruktur.’® Bank sendiri didirikan dengan berbagai macam tujuan, seperti
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memberikan nilai tambah pemegang saham, memberikan pelayanan kepada
masyarakat, menjadi pendorong perkembangan ekonomi, menjadi agen
pembangunan, serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan termasuk
masyarakat, pegawai, pemerintah dan sebagainya.'!

Namun, di balik peran bank dalam perkembangan perekonomian suatu negara,
bank juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara.'? Seperti
yang terjadi di Amerika Serikat ketika mengalami krisis ekonomi yang dimulai dari
Agustus 2007.%3 Krisis ekonomi tersebut dapat disebut dengan krisis subprime
mortgage.'* Subprime mortgage merupakan suatu jenis pembiayaan dengan risiko
yang tinggi, baik bagi kreditur maupun debitur.® Peminjam dalam subprime
mortgage disebut sebagai subprime borrower. Subprime borrowers merupakan
orang-orang yang tidak memenuhi standar pengajuan pinjaman pada umumnya.
Sebagian di antara subprime borrowers ini merupakan pekerja kelas bawah seperti
pembersin rumah, pekerja kantor, pedagang Kkecil, office boy hingga
pengangguran.t” Mereka memiliki sejarah pinjaman yang buruk dan tidak memiliki

pendapatan yang cukup untuk membayar rumah.'® Hal ini membuat subprime
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mortgage berbeda dengan pembiayaan pada umumnya dalam sistem perbankan,
yang di mana kemampuan finansial peminjam dalam subprime mortgage relatif
lemah.*®

Para pihak yang memberikan pinjaman dalam subprime mortgage disebut
sebagai subprime lenders. Untuk mendapatkan biaya dalam memberikan pinjaman,
subprime lenders akan mengumpulkan berbagai utang (pool) untuk kemudian
dijualkan ke bank investasi. Kumpulan utang tersebut kemudian dijual oleh bank
investasi dalam bentuk Mortgage-Backed Securities (MBS) ke seluruh investor di
dunia, seperti ke perusahaan asuransi hingga pembeli perseorangan. MBS termasuk
sebagai salah satu model transaksi derivatif yang memiliki risiko tinggi.?°

Dalam memberikan suatu kredit kepada debitur, perusahaan penyedia kredit
pada umumnya akan menilai kelayakan kredit debitur. Penilaian tersebut pada
umumnya dilakukan melalui perhitungan skor kredit debitur, yang berkisar antara
300 hingga 850.2 Skor kredit rata-rata konsumen di Amerika Serikat adalah 620,%2
sedangkan skor kredit para debitur dalam pasar pinjaman subprime berada di bawah
620.% Pasar untuk pinjaman prime sendiri adalah debitur dengan skor kredit yang
pada umumnya di atas 720 dan pasar untuk pinjaman midprime adalah debitur
dengan skor kredit mulai dari 620 hingga 720.2*

Selain debitur dengan skor kredit di bawah rata-rata, rasio loan to value dalam

subprime mortgage juga mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 100%. Selain
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itu, dalam subprime mortgage juga tidak terdapat verifikasi terhadap kelengkapan
dokumentasi KPR (low doc), terutama terhadap downpayment, pengalaman kerja
dan pendapatan (stated income). Persyaratan untuk mendapatkan subprime
mortgage jauh lebih lunak dibandingkan dengan persyaratan kredit komersial
lainnya. Persyaratan yang jauh lebih lunak tersebut sesuai dengan misi Pemerintah
Amerika Serikat untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,
seperti para imigran.®

Namun subprime mortgage ternyata memberikan dampak yang buruk.
Subprime borrowers tidak sanggup untuk melunasi subprime mortagage mereka.®
Walaupun masih terdapat rumah sebagai jaminan dalam subprime mortgage,
namun harga rumah-rumah tersebut juga ikut mengalami penurunan karena
turunnya permintaan terhadap rumah.?” Harga rumah-rumah tersebut akhirnya tidak
lagi sebanding sebagai jaminan dalam subprime mortgage.?® Hal ini menyebabkan
perusahaan-perusahaan pembiayaan subprime mortgage menjadi ambruk,?® karena
tidak mendapatkan pengembalian dana yang telah dikeluarkan untuk memberikan
subprime mortgage. Padahal perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut juga
meminjam dana jangka pendek dari lembaga keuangan lainnya,3® sampai
melibatkan dana dari pihak-pihak di luar Amerika Serikat. Hal ini membuat krisis

ekonomi subprime mortgage sampai dirasakan hampir di seluruh dunia.®! Krisis
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ekonomi subprime mortgage berdampak pada kebangkrutan lembaga keuangan
serta naiknya inflasi.> Di Amerika Serikat sendiri, sebanyak 1,7 juta orang
kehilangan rumahnya pada tahun 2008.%

Bank dinilai memiliki kontribusi terhadap terjadinya krisis ekonomi subprime
mortgage di Amerika Serikat. Menurut Michelle Fratianni dan Francesco
Marchionne, bank dianggap mengambil risiko yang terlalu besar dalam
menjalankan usahanya. Walaupun bank-bank besar merupakan kontributor terbesar
dalam krisis ekonomi tersebut, bank-bank sedang dan kecil juga turut memberikan
kontribusi yang tidak kalah besarnya. Penilaian risiko kredit dalam perbankan
Amerika Serikat dinilai mengalami penurunan kualitas selama terjadinya krisis
ekonomi. Hal ini dianggap akan menyebabkan banyak proposisi bermunculan
untuk menutup celah dalam peraturan-peraturan yang mendorong bank untuk
mengambil risiko berlebihan ketika krisis ekonomi mulai mereda.*

Dari kejadian krisis ekonomi subprime mortgage tersebut, dapat dilihat bahwa
sangat penting bagi bank untuk menerapkan pengelolaan risiko yang baik.
Pengelolaan risiko yang baik merupakan bagian dari strategi bank untuk mencapai
tujuan bank.%® Pengelolaan risiko yang baik diperlukan bagi bank agar tidak
terperangkap dalam berbagai bisnis yang secara historis dan teoritis dapat

memberikan keuntungan yang besar, namun diikuti dengan risiko yang besar pula.®
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Bank sering kali tidak menyadari risiko tinggi dalam perolehan keuntungan besar
yang terjadi pada masa lampau.®” Namun karena adanya kebetulan pada kondisi
pasar yang sesuai dengan harapan bank, risiko tinggi tersebut tidak menjadi
kenyataan.*®

Perbankan di Indonesia telah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan risiko
melalui adanya prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank
memiliki kaitan erat dengan fungsi bank sebagai agent of trust.*® Bank sebagai
agent of trust dapat diartikan dengan bank memiliki kewajiban untuk menjaga
kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya.*® Hal ini karena
sebagian besar dana bank adalah berasal dari masyarakat.** Prinsip kehati-hatian
pada bank ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (UU Perbankan 7/1992) sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan 10/1998). Pasal 2 UU
Perbankan 7/1992 mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan
kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian.

Pembuat kebijakan di Indonesia tidak hanya perlu memperhatikan kesehatan
industri perbankan, namun juga perlu untuk senantiasa memperhatikan aspek

kepentingan nasional (national interest).*> Oleh karena itu, ketika Indonesia diterpa
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dengan Pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia berupaya untuk membuat
kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki perekonomian Indonesia.*?

Kasus COVID-19 di Indonesia sendiri pertama kali diumumkan secara resmi
oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020.** Dalam kasus tersebut, terdapat dua
warga negara Indonesia (WNI) yang positif COVID-19 setelah berkontak langsung
dengan seorang warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia.** Kemudian
kasus kematian karena COVID-19 di Indonesia pertama kali dilaporkan pada
tanggal 11 Maret 2020.%® Dilansir dari situs Satuan Tugas Penanganan COVID-19,
hingga tanggal 19 Juli 2021, telah terdapat 2.991.733 kasus positif, 2.293.875
sembuh dan 74.920 kematian karena COVID-19 di Indonesia.*’

Salah satu upaya yang dilakukan oleh sejumlah negara termasuk Indonesia
untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan kebijakan
pembatasan mobilitas.*® Namun penerapan kebijakan pembatasan mobilitas
tersebut telah menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi secara
global.*® Aktivitas ekonomi tersebut termasuk produksi, konsumsi hingga

investasi.>® DI Indonesia, kebijakan pembatasan mobilitas telah membuat segala
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kegiatan dalam bidang perkantoran maupun industri harus berhenti untuk sementara
waktu.%? Sektor lainnya seperti rumah makan, pendidikan, tempat wisata, pusat
perbelanjaan juga harus berhenti untuk sementara waktu.>? Hal ini menyebabkan
terjadinya inflasi yang mencapai angka 2,96% year on year pada Maret 2020.%
Selain itu, hal ini juga menyebabkan PHK secara besar-besaran di Indonesia.>*
Sektor properti juga tidak luput dari dampak COVID-19. Volume penjualan
dan pembelian properti semasa pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Hal ini
karena banyak dari masyarakat yang terpengaruh ekonominya sehingga mereka
tidak melakukan pembelian properti. Menurut Rambey, industri properti di
Indonesia merupakan industri yang sangat sensitif terhadap ekonomi makro.
Sehingga adanya penurunan pendapatan masyarakat akan memiliki pengaruh pada
daya beli masyarakat terhadap properti. Penjualan dan pembelian properti di
Indonesia mengalami penurunan yang signifikan ketika pada masa awal pandemi
COVID-19, yaitu ketika banyak daerah-daerah yang menerapkan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB). Properti dinilai sebagai bukan pilihan pertama pada
masa pandemi COVID-19. Sebagai contoh, penjualan properti dari Ciputra group
pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3,9 triliun. Namun angka penjualan tersebut
mengalami penurunan sebesar 24% pada tahun 2020, di mana Ciputra group hanya

mencapai penjualan sebesar Rp 2,9 triliun.®®
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Meskipun demikian, pandemi COVID-19 tidak menurunkan harga properti.
Pandemi COVID-19 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap harga
properti, sehingga harga properti masih tetap stabil. Harga properti perumahan di
Indonesia pada tahun 2020 masih tetap sama seperti pada tahun sebelumnya.
Namun yang dinilai menjadi masalah adalah mengenai volume penjualan properti
itu sendiri.®

Selain itu, pada awal masa pandemi COVID-19, tepatnya pada Maret 2020,
penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan transaksi di sektor perumahan juga
ikut terdampak. Menurut Endang Kawidjaja, yang merupakan Ketua Umum
Pengembang Pemukiman dan Perumahan (HIMPERRA), penurunan pendapatan
sejumlah calon debitur merupakan salah satu alasan tersendatnya penyaluran KPR
dan sulitnya mendapatkan pembiayaan dari bank. Penerapan sistem bekerja dari
rumah dan physical distancing sangat mempengaruhi permintaan dari konsumen
yang juga akan mempengaruhi penyaluran KPR.®’

Untuk menyikapi penurunan pembelian dan tersendatnya KPR dalam sektor
properti tersebut, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan yang dapat
mempermudah penyaluran KPR. Peraturan tersebut adalah Peraturan Bank
Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit
Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka
Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI 23/2/PBI/2021) yang

merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI1/2018
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(PBI 20/8/PB1/2018). Pada angka 7 ayat (1) PBI 23/2/PBI1/2021, diatur bahwa bank
yang memberikan Kredit Properti (KP) atau Pembiayaan Properti (PP) wajib
memenuhi batasan Loan to Value (LTV) untuk KP dan batasan Financing to Value
(FTV) untuk PP paling tinggi 100%. PBI 23/2/PBI1/2021 itu sendiri mulai berlaku
sejak tanggal 1 Maret 2021.%8 Dilansir dari CNBC Indonesia, menurut Erwin
Haryono, yang merupakan Kepala Departemen Komunikasi Bl, kebijakan tersebut
dibuat sebagai stimulus percepatan pemulihan ekonomi setelah berkaca kepada
keadaan perekonomian Indonesia yang sedang dalam tahap pemulihan.>® Adanya
kebijakan tersebut memungkinkan konsumen bank untuk mengambil KPR tanpa
uang muka.

Berdasarkan konstitusi, Indonesia merupakan suatu negara hukum
(rechtstaat).®® Untuk itu, Indonesia memerlukan hukum yang dapat berfungsi untuk
pembangunan ekonominya. Namun menurut pendapat penulis, kebijakan yang
memungkinkan konsumen bank untuk mengambil KPR tanpa uang muka tersebut
dapat memaparkan bank terhadap risiko yang lebih besar dalam memberikan kredit.
Menurut Office of Policy Development and Research dari U.S. Department of
Housing and Urban Development, uang muka dapat memperlihatkan kepada

kreditur mengenai komitmen, kapasitas dan kelayakan kredit debitur.%® Selain itu,
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uang muka juga berperan untuk membantu melindungi kreditur dari kerugian atas
kegagalan pembayaran debitur.%? Berdasarkan hasil tinjauan Office of Policy
Development and Research dari U.S. Department of Housing and Urban
Development, semakin tinggi rasio LTV, maka semakin besar juga kemungkinan
debitur untuk gagal bayar.5® Di Kanada, cicil pembelian rumah tanpa uang muka
telah dilarang oleh pemerintah Kanada sejak tanggal 15 Oktober 2008.%* Hal
tersebut dilakukan oleh pemerintah Kanada untuk melindungi Kanada dari krisis
ekonomi seperti subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat.%> Selain itu,
menurut Aidil Akbar, yang merupakan perencana keuangan senior, kebijakan KPR
tanpa uang muka tersebut berpotensi untuk membuat cicilan menjadi bengkak.%®
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa KPR dengan rasio
LTV mencapai 100% berpotensi membuat bank menghadapi risiko yang lebih besar
dalam memberikan kredit. Dengan adanya peran bank dalam perekonomian, maka
diperlukan regulasi perbankan yang dapat menjaga kesehatan bank. Adanya krisis-
krisis keuangan yang pernah terjadi seperti krisis subprime mortgage menunjukkan
bahwa industri perbankan tidak dapat mengendalikan dan mengatur dirinya
sendiri.®” Selain itu, adanya regulasi perbankan juga bertujuan untuk menjaga

stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.®® Keberadaan permasalahan dalam
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https://kolom.tempo.co/read/1002555/reformasi-regulasi-perbankan/full&view=ok
https://kolom.tempo.co/read/1002555/reformasi-regulasi-perbankan/full&view=ok

industri perbankan dapat memberikan efek negatif yang lebih besar terhadap
perekonomian jika dibandingkan dengan efek negatif dari jatuhnya suatu
perusahaan biasa.®® Hal ini dikarenakan jatuhnya suatu bank dapat membentuk efek
bola salju dengan adanya pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan lain yang
berhubungan bisnis dengan bank tersebut.”® Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk
meneliti pengaturan KPR dengan uang muka 0% berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan KPR dengan uang muka 0% berdasarkan peraturan
perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana pemberian KPR dengan uang muka 0% berdasarkan prinsip kehati-

hatian bank?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan KPR dengan uang muka 0%
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian KPR dengan uang muka 0%

berdasarkan prinsip kehati-hatian bank.

8 Angelina lka Rahutami, Loc. Cit.
70 Ibid.
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1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun secara
praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan
ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kredit pemilikan rumah.

1.4.2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi praktisi yang bergerak dalam

kegiatan kredit pemilikan rumah.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB|I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan penjelasan tentang Perjanjian, KPR, Prinsip Kehati-
hatian Bank dan Uang Muka.

BAB Il METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisikan penjelasan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan
data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
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BAB V

Bab ini berisikan jawaban penulis terhadap rumusan masalah dalam
penelitian ini, yaitu pembahasan mengenai pengaturan KPR dengan uang
muka 0% berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta
pemberian KPR dengan uang muka 0% berdasarkan prinsip kehati-hatian
bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang ditarik penulis dari hasil

penelitian ini.
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